[image: image1.jpg]AL WASHLIYAH








BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap pengedar narkotika melalui mekanisme framing dan agenda setting. Pemberitaan media, khususnya yang menonjolkan besarnya barang bukti dan perbedaan antara tuntutan jaksa dengan putusan hakim, telah membangun konstruksi realitas sosial tertentu yang memengaruhi cara publik memahami perkara narkotika. Dalam kasus ini, framing media cenderung menempatkan pidana mati sebagai standar keadilan, sehingga putusan pidana seumur hidup dipersepsikan sebagian publik sebagai bentuk keringanan hukuman, meskipun secara normatif merupakan pidana maksimum.
2. Pemberitaan media massa memiliki dampak tidak langsung terhadap proses peradilan dan persepsi terhadap independensi hakim. Meskipun secara normatif dan faktual hakim tetap menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan fakta persidangan, framing media yang bersifat konfrontatif dan sensasional berpotensi menimbulkan tekanan moral serta memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 1235/Pid.Sus/2025/PN Mdn, independensi hakim tetap terjaga karena putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
3. Terdapat korelasi antara intensitas dan jenis framing media dengan tingkat dukungan publik terhadap putusan pengadilan. Semakin tinggi intensitas pemberitaan dan semakin kuat framing yang menekankan ketimpangan antara tuntutan dan putusan, semakin besar pula kecenderungan publik untuk bersikap kritis atau menolak putusan hakim. Namun, korelasi ini bersifat sosial-komunikatif dan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kausal yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan.
4. Model ideal peran media dalam memberitakan perkara tindak pidana narkotika adalah model pemberitaan yang berimbang, edukatif, dan bertanggung jawab. Media tidak hanya dituntut untuk memenuhi hak publik atas informasi, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan etis untuk melindungi independensi peradilan serta membantu masyarakat memahami rasionalitas hukum di balik setiap putusan pengadilan.
B. Saran

1. Media massa, khususnya jurnalis yang meliput perkara pidana narkotika, disarankan untuk lebih mengedepankan prinsip keberimbangan dan edukasi hukum dalam pemberitaan. Media sebaiknya tidak hanya menonjolkan aspek sensasional seperti berat barang bukti atau ancaman pidana maksimum, tetapi juga menyampaikan secara proporsional pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak menghakimi dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah perlu terus dijaga agar pemberitaan tidak berubah menjadi trial by the press.
2. Hakim diharapkan tetap mempertahankan independensi dan integritas dalam menjalankan fungsi peradilan, khususnya dalam perkara narkotika yang memiliki tekanan opini publik tinggi. Di samping itu, hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menyusun pertimbangan putusan dengan bahasa yang lebih komunikatif dan sistematis, sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam tanpa mengurangi kedalaman yuridisnya. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan. 

3. Aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum dan kepolisian, disarankan untuk menyampaikan informasi perkara secara akurat dan proporsional kepada media. Dalam menyampaikan keterangan pers, aparat penegak hukum perlu menghindari pernyataan yang berpotensi membentuk ekspektasi publik berlebihan terhadap jenis atau beratnya pidana yang akan dijatuhkan hakim. Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan media sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak menyesatkan dan tetap menghormati independensi peradilan.

